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bahwa daiam rangka melaksanakan ketenhlan Pasal 10 Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 t€ntang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah, perlu menyeouaikan kelembagaan Perangkat

Daerah;

bahwa berdasarkan partimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu membentuk Pe:aturan Daerah Kabupaten Kediri

tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Kependudukan

dan Catatan SiPil .

1, Undang-undang Nomor 12 Tahun i950 tentang Pernbentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Propins! Jawa Timur:

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 1'

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor30l9);

3. Undang-undang Nomor I Tahun 1974 juncto Undang'undang

Nomor 43'fahun 1999 tentang Perubahan atrs Undang-undang

NomorSTahunlgT4tentangPokok.pokekKepegawaian
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55'

Tambahan Lembaran Nogara Republik tndonesia Nomor 3041);

-./
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4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 iantang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran

N€gara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor j5, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3475);

5 Undang-undang Nomor 22 Tanu, 1999 t8ntang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun '1999 Nomor

60, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

3839);

S. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran

Orang Asing (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun '1954

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

f'Jomor 569 ):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pslaksanaan

Perrgawasan 'ferhadap Orang Asing yang Berada di

indonssia iLsnrbaran Negara R<ipublik indonesia Tahun 19ti4

Nomor 83);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1975 Nomor 12);

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan

Perkembangan Kependudulon (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran lrlegara

Republik lndonesia Nomor 3559 );
l l.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3952);

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tanun 2000 juncto Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 20@ tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 20OO tenhng
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struhural

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 197

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1493);



-3-

'l3.Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2@ tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 20d3 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4262);

l4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 t€ntang Wewenang

Pengangkatan Pernindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263);

i5.Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran

Penduduk;

16.K€putusan Presiden Nomor 12 l"ahun 1983 tentang Penataan dan

Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil ;

iT,Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik

Fenyusunan Perundang-undangan dan Elentuk Rancangan

Urrdang-undang, Rancangan Pelaturan Pemerintah dan

Re,ncangan Keputusan Presidon (Lembaran Nogara R€publlh

lnrlonesia Tahun 1999 Nomot 70i;

1 iri. K€putusah Pr'esiden Nomor 87 Tahun 1999 teniang Rumpun

Jaratan Pegawai Negeri Sipit ;

lg.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 19S tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk,

20.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daetah l'lomor 2'l

Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan

Produk-produk Hukum Daerah:

2l.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nornor 22

Tahun 20Ol t€ntang Bentuk Produk-produk Huklm Daerah;

22. K€putusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23

Tahun 200'l tenhng Prosadur Penyusunan Produk Hukum Daelah;

Z3.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002

ientang Pongakuan Kewenangan Kab'tpaten dan Kota;

24.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2@3 tentang

Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Seketaris

Daerah Propinsi, Selsotaris Daerah KabupaterlKota serta Pejabat

Struktural Eselon ll dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- 
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Z5.Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Menteri Dalam Negeri r$omor 01/SKB/M.PANl4l2E3

17 Tahun 2003

tentang Petunjuk Pelaksanaan Poraturan Perrerintah Nomor I
Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan

Perafuran Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai iegeri

Sipil;
26.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 20(B t rntang

Spesifikasi, Pengadaan dan Pengondalian Blanko Kartu Keluarga'

Kartu Tanda Penduduk, Buku Rogister Akta dan Kutipan Akta

Catatan Sipil ;

27.Perafrtran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 20(P tentang

Penerbibn Lembaran Daerah dan Berto Daerah Kabupaten Kediri:

(Lembaran Oaerah Tahun 2002 Nornor 1 Seri E)

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

MEMUTUS}GN:

PERATTJRAN DAERAH KABUF,ATEN KEDIRI .TE,NTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN

KEPENDUDIJMN DAN CATATAN SIPIL

BAB I

KETENTUAN LTMUM

Pasal 1

Dalam Perafuran Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Kediri;

2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat

Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Kepala Daerah, adalah BuPati Kediri:

4. S€kretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri;

5. Perangkat Daerah, adalah organisasillembaga pada Pemerintah

Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri lari Sekretariat

Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan'

Satuan Polisi Pamong Praja dan lembaga lain sesuai dengan

kebutuhan daerah;

Menetapkan
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6 Peiabat Pembina Kepegawaian Daorah Kabupaten adalah Bupati ;

,' Kowenangan Pemerintah, adalah I'lak dan kekuasaan Pemerintah

untuk m€nentul€n atau mengambil kebrjakan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan ;

8. Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur Pelaksana 'fugas tertentu

yang karena sifatnya tldak tercakup oleh Sekretariat Daerah

maupun Dinas Daerah;

9. Badan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah .8adan

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri;

10.Kepala Badan, adalah Kepala Badan Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Kediri ;

ll.Jabatan Fungsional adalah kedudukan )nng menunjukkan tugas'

tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri

Sipil dalam rangka menjalankan tugac pokok dan fungsi keahlian

danlatau ketrampilan untuk mencapai tujuan Badan Kependudukan

dan Catatan Sipil ;

l2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selaniuhya

disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Kediri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Daerah ini dibentuk Badan Kependudukan danDengan Peraturan

Catatan Sipil.

BAB III

KEDUDTJKAN, TUGAS, FUNOSI, KEWENANGAN DAN

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Badan Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur
pelaksana tugas tertentu dalam Bidang Kependudukan dan

Catatan Sipil;

(2) Badan Kependudukan dan Catatan Sipil, dipimpin oleh seorang

Kepala Badan yang berada dibawah dan bertinggung jawab

kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

\,,
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Paeal 4

(1) Bactan K€p€ndudukan dan CaBtan Sipil mempunyai tugas

melaksanakan socara teknis keYvonangan otonomi daerah dalam

bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sorta melaksanakan

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Unruk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Badan Kependudukan dan Catatan Sipil mompunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Kependudukarr dan

Catatan Sipil;

b. Pelaksanaan Pelayanan umum dibidang Kependudukar' dan 
'

Catatan SiPil ;

c.PelaksanaandanpembinaanteknisdibidangKependudukan
dan Catatan SiPil ;

d.Koordinasipelaksanaantugas-Eg,asdibidangKependudukan
dan Catatan Sipil ;

e. Pembinaan Tenaga Jabatan Fungsional ;

f. Pengelolaan ulusan Tata Usaha'

Pagal 5

Jntuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

a ayat ( 2 ), Badan Kependudukan dan Catatan Sipil' mempunyai

kewenangan sebagai berikut :

1. Penyusunan kebiial€n dinamika kependudukan yang mendukung

pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan

KePendudukan Nasional;

2. Penataan persebaran Pendudukdi lingkungan Kabupaten;

3. Penataan Urbanisasi dan Migrasi Non Permanen di lingkungan

KabuPaten;

4. Penyusunan tingkat Morbiditas dan Mortalitas Penduduk

K.abuPaten;

5. Pelaksanaan Pengembangan kualitas Penduduk'

6. Penyelenggaraan Pembinaan Wavrasan Kependudukan'

T.PenyusunanrencanaKependudukandaerahyangmengacupada
arah kePendudukan Nasional'

3. Pemantauan Perkembangan kependudukan daerah berdasarkan

rencana indikator kependudukan baku strategis'
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9. Penyusunan proyeksi penduduk (umlah. mufu, struktur dan
komposis|

10. Penyelenggaraan analisis dampak kependudukan.
11 . Ponyererasian perencaoaan pembangunan rintas sektor di daerah

berdasarkan porencanaan kependudukan daeral.,.
1 2. penyerenggaraan sistem administrasi kependudukan (pendaftaran/

pencataan p€nduduk yang berkaitan dengan kerahiran, kematian,
perkawinan, perceraian, perpindahan, adopsi, pengakuan inak,
Naturarisasi dan pencatatan perubahan atas stafus penduduk,
termasuk biodata penduduk).

l3.Penyusunan kebijakan dan pengadaan Kartu Keluarga (KK), Kartu
Tanda penduduk (KTp), Kartu Keterangan Beilempat Tinggal
(KKBT)' Kartu ldentitas Kerja (KrK), Kartu penduduk sementara
(KpS), Kartu ldentitas penduduk Musiman (KlpM).

'14. Penerbitan Akte Catatan Sipil.
15. Penyusunan Biaya pelayanan Akte Catatan Sipil.
't 6. penyelenggaraan Sistim lnformasi Kependudukan.
t 7. Pengumpulan dan pengolahan data penduduk.
1 8. penyelenggaraan jejaring informasi Kependudukan.
,i9. penyajian dan pelayanan lnformasi Kependudukan.
20. Penyediaan fasilitas bagi kelompok Bina Keluarga Sejahtera

(BKS), Bina Ketuarga Remaja (BKR), dan Bina Ketuarga Lanjutan
(BKL).

21. Penyelenggaraan bimbirqan Bina Kcluarga Berencana (BKB),
Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Ketuarga Lanlutan (BKL).

22. Pembinaan, pemantapan ketahanan kaluarga.
23. Penyusunan materi promoei KS/pK.
24. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan KS/pK.
25. Penyelenggaraan dukungan kegiatan remaja positif.

" 26. Pengembangarlpembinaan pusat lnformasi dan konsurtasi
remaja.

27. Penyusunan kriteria dan saaran pengendalian kelahiran
28. Pengelolaan informasi dan daia demografi;
29. Penyelenggaraan pendataan keluarga.
30. Penyelenggaraan pengelolaan informasi dan data demografi;
31 . Penyusunan p€nggunaan data keluarga.
32. Pengelolaan pendataan, pemetaan dan penomoran ketuarga.
33. Penyelenggaraan orientasi pefugas pendataan.
34. Penyelenggaraan Sistem lnformasi Kependudukan dan Keluarga

( S|DUGA );
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35. Pengumpulan data dan identifikasi persebaran dan potensi

pendudukdan potensi sumberdaya ;

36. Pengumpulan data dan iclentifikasi mobilitas penduduk ;

37. Analisis data p€rsebaran dan potensi penduduk berdasarkan daya

dukung dan daya tampung lingkungan ;

3E. Pembuatan informasi persebaran dan potensi penduduk;

39. Pelayanan informasi persebaran dan potensi penduduk;
40. Pembenhrkan dan pengembangan jejaring informasi ;

41 . Penyediaan dan pelayanan informasi persobaran penduduk dan
potensi SDM berdasarkan kompeter:si ;

42. Pelaksanaan penataan persebaran penduduk ;

43. Penetapan kelompok (segmentasi, penduduk sasaian mobilitas
penduduk :

44. Perretapan areal tujuan mobilitas penduduk ;

45, Kerjasama antar kabupaten/kota dalarn ntobilitas penduduk ;

46. Komunikasi. informasi dan edukasi (sosialisasi, advokasi,

motivasi) tentang mobilitas penduduk (potensi SDA dan SDM ) ;

47. Pelayananffasilitasi tentang mobilitas penduduk ;

48. Pelayanan penempatan penduduk ;

49. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan mobilitas
penduduk.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Kepenciudukan dan Catatan Sipil terdiri

dari :

a. Kepala;

b. Bagian Tata Usaha;

c. BidangKependudukan;

d. Bidang Catatan Sipil;

e. Bidang Mobilihs penduduk ;

f. Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Bagian Tata Usaha dan Bidang-birtang sebagaimana di

maksud dalam ayat (1), masing-rnasing membarvahi :

a. Bagian Tata Usaha;

1. Sub. Bagian Umum dan Penyusunan Program;

2. Sub. Baglan Kepegawalan dan Keuangan.

b. Bidang Kependudukan;

1. Sub Bidang Pelayanan Kepondudukan ;

2. Sub Bidang Data dan lnfonnasi .

.---,-
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c. Bidang Cabtan SiPil ;

1. Sub Bidang Perkawinan dan Perceraian ;

2. Sub Bitlang Kelahiran, Kematian, Pengangkatan dan

Pengesahan Anak .

d Bidang Mobilitas Penduduk ;

1. Sub Bidang Penataan Persebaran Penduduh;

2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan .

(3) Bagian Tata Usaha dan Bidang-bidang sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2), huruf a, b, c, dan d masing-masing dipimpin oleh

seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada dibawah

dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badani

(4) Sub Bagian dan Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang yang betada dibawah

dan bertanggung ja'r/ab langsung kepada Kepala Bagian dan

Kepala Bidang.
Pasal 7

Bagarr Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Kependudukan dan

Catatan Sipii sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

Daerah ini.

BAB IV
KELOMFOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal I
(1) Kelompok Jabatan Fungsional Badan Kependudukan dan Catatan

Sipil adalah Pranata Komputer, Pustakawan dan Jabatan

Fungsional lain sesuai kebuhrhan ;

(2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional S.rnior;

(3) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)'

ditenfukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan diatur

berdasarkan Peraturan Perundarrg-undangan

BAB V

PENGANGKATAN, PEM INDAHAI.I DAN PEM BERHENTIAN

Pasal 9
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Eselon ll' lll
dan lV serta Jabatan Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan

Jabatan Struktural Eselon ll ke bawah menjadi wewenang Pejabat

Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten dengan memperhatikan

pertimbangan BaPerjakat.

)-'



-10-

BAB VI

TATAKERJA
Pasal 10

(1) Kepala Badan dalam menjalankan hrgasnya '"vajib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi, sinkonisasi dan simplifikasi dalam

linglop badan maupun dengan instansi lain;

(2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, me nbina,

membimbing dan mengawasi pelaksanaan fugas bawahannya;

Pagal ll
(1) Jabatan Kepala Badan tidak boleh dirangkap;

(2) Apabila Kepda Badan berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja

dalam menjalankan tugasnya, maka Kepala Badan dapat

menunluk peJabat setngkat dibawahnya untuk menjalankan fugas

sehari-hari Kepala Badan ;

(3)Apabila Kepala Badan berhalangan sekurang.kurangnya 7 (tuiuh)

hari kerja dalam menjalankan tugasnya, maka Kepala Daerah

dapat menunjuk Pejabat lain sebagai Pelaksana Harian ;

(4) Apabila Kepala Badan berhalangan tetap dalam menjalankan

tugasnya, maka Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat

Pelaksana Tugas untuk melaksanakan tugas Kepala Badan

sampai dengan dilantiknya pejabat diftnitif.

BABVII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

(1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas

kedinasan dibebankan pada APBD Kabupaten Kediri;

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus

dipertanggung jawabkan sesuai Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Akuntabililas Kinerja lnshnsi Pemerintah yang

berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,

sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diafur lebih laniut oleh

Kepala Daerah.
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Pas:rl 14

Dengan berlakunya Pelaturan Daerah ini , maka Bab ll, pasal 2 huruf
l,: dan Bab lll Bagian kesebelas Pasal 43 sampai dengan 46 Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas-dinas Daerah dinyatakar , tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaklr sejak tanggal diundangkan. Agar
setrap orang dapat mengetahuinya, memerjntahkan pengundangan

Peraturan Daerah lni dengan penempatannya rJaram Lembaran
Daerah Kabupaten Kecliri.

Disahkan di Kediri
padatirnggal 18 -5 -2004

BUPATI KEDIRI.

TTD
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Disalin sesuai dengan aslinya

A.I'I. BI]PATIKEDIRI

TARIS DAER,AH

!(i!a\14



-12-

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDTRI

NOMOR 18 TAHUN 2O'4

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BAT'AN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyel€nggaraan otonomi daerah yang nyata luas dan

bofianggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

t€ntangPemerintahanDaerahyangditindaklanjutidenganPerafuranPemerintah
NomorStahun20BtgntangPedomanOrganisasiPerangkatDaerahdanKeputusan

Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam

Negeri Nomor 0'l/SKryM'PAt\U4l2003

17 Tahun 2OO3 -tentang Petuniuk Pelaksanaan Peraturan

PemerintahNomorSTahun2@3tentangPedomanorganisasiPerangkatDaerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 208 tentang Wewenang Pengangkatan'

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu adanya

Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Badan Kependudukan dan Catatan Sipil'

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 15: Cukup Jelas '

TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENKEDIRINOMOR 
3 SERI t)

i

:

J
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